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Abstrak 
Standar Pelayanan Kefarmasian merupakan suatu tolak ukur yang dapat di 
pergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan 
pelayanan kefarmasian. Tenaga kefarmasian dituntut untuk dapat meningkatkan 
mutu kehidupan pasien dengan mengaplikasikan pelayanan kefarmasian 
(pharmaceutical care). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian 
penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kota Singkawang tahun 
2019 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 
tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.  Penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan studi potong lintang (cross sectional), yaitu 
jenis penelitian yang pengukuran variabel-variabelnya hanya dilakukan satu kali 
dan pada satu periode. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling 
sehingga melibatkan 18 Apotek yang berada di Kota Singkawang yang memenuhi 
kriteria inklusi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terpimpin  
dengan menggunakan lembar pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dari 18 Apotek yang menjadi responden pada Pengelolaan Sedian Farmasi, 
Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai  memiliki rata-rata sebesar 82% 
tergolong baik, Pelayanan Farmasi Klinik sebesar 65% tergolong cukup dan 
Sumber Daya Kefarmasian sebesar 85% tergolong baik. kesimpulannya Apotek-
apotek di Kota Singkawang belum sepenuhnya menerapkan Standar Pelayanan 
Kefarmasian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 73 Tahun 2016 dengan rata-rata persentase sebesar 77%.    
Kata Kunci: Standar Pelayanan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, Singkawang 
Abstract 
 
    The standard of pharmaceutical service is a benchmark that can be used 
as a guideline for the manpower of the pharmacy in conducting the Ministry of 
Pharmacy. The power of pharmacy was required to improve the quality of the 
patient's life by applying (pharmaceutical care). This research aims to determine 
the suitability of the implementation of the pharmaceutical Services standard in 
the city pharmacy of Singkawang 2019 based on regulation of the Minister of 
Health of Republic of Indonesia No. 73 of 2016 on pharmaceutical services 
standard at pharmacy. This research used cross sectional method of study 
approach, which is the type of research that variable measurement was only done 
once and in one period. Sampling was done by purposive sampling involving 18 
pharmacies in the City of Singkawang that meet the inclusion criteria. Data 
collection was carried out by guided interviews using interview collection sheets. 
The results showed 18 pharmacies that were respondents in the Management of 
Pharmaceutical Preparations, Medical Devices, and Consumables, the average 
was 82% classified as good, Clinical Pharmacy Services by 65% were classified 
as sufficient and Pharmaceutical Resources by 85% were classified as good. In 
conclusion, pharmacies in Singkawang City have not fully implemented the 
standard of pharmacy service in accordance with the regulation of the Minister of 
Health of Republic of Indonesia number 73 of 2016 with an average percentage of 
77%. 
Keywords: standards of pharmaceutical service, regulation of the Minister of 




kesehatan masyarakat dapat 
dilakukan oleh apoteker di apotek 
dengan mengaplikasikan konsep 
pelayanan kefarmasian 
(pharmaceutical care).(1) Pelayanan 
Kefarmasian adalah suatu pelayanan 
langsung dan bertanggung jawab 
kepada pasien yang berkaitan dengan 
sediaan farmasi dengan maksud 
mencapai hasil yang pasti untuk 
meningkatkan mutu kehidupan 
pasien.(2) Sejalan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang makin maju dibidang 
kefarmasian, maka telah terjadi 
pergeseran orientasi pelayanan 
kefarmasian yang semula hanya 
berfokus pada pengelolaan obat 
sebagai komoditi berubah 
orientasinya menjadi pelayanan ke 
pasien yang komprehensif 
(Pharmaceutical Care).(3) Saat ini 
standar pelayanan kefarmasian di 
apotek ditetapkan dengan Permenkes 
Nomor 73 Tahun 2016, yang 
merupakan tolak ukur yang 
dipergunakan sebagai pedoman bagi 




merupakan salah satu kota yang 
terletak di Provinsi Kalimantan  
Barat yang memiliki jumlah 
penduduk terbanyak ke-2 setelah 
Kota Pontianak, sehingga sarana 
kesehatan seperti apotek sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat 
setempat. Menurut Dinas Kesehatan 
dan Keluarga Berencana di Kota 
Singkawang pada tahun 2017 
terdapat 19 atotek, sedangkan pada 
tahun 2018 terdapat 33 apotek yang 
terdata. Berdasarkan data tersebut, 
dalam satu tahun belakangan hampir 
setengah dari jumlah apotek di Kota 
Singkawang merupakan apotek yang 
belum lama berdiri, maka perlu 
dilakukan penelitian standar 
pelayanan kefarmasian dalam 
meningkatkan mutu pelayanan 
apotek di Kota Singkawang 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 73 tahun 2016 tentang 
Standar Pelayanan Kefarmasian di 
Apotek. 
METODOLOGI PENELITIAN 
  Teknik pengambilan sampel 
penelitian ini dengan menggunakan 
metode non probability sampling 
jenis  purposive sampling. Metode 
non probability sampling merupakan 
pengambilan sampel yang dilakukan 
hanya pada individu-induvidu 
tertentu yang bersedia ikut serta 
dalam sebuah penelitian.(5) Purposive 
sampling yaitu peneliti memilih 
responden berdasarkan pada 
pertimbangan subyektif dan praktis 
sesuai dengan kriteria eksklusi dan 
inklusi penelitian.(6) Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah menggunakan metode 
wawancara terpimpin. Metode 
wawancara terpimpin  merupakan 
jenis wawancara yang dilakukan 
berdasarkan pedoman atau panduan 
yang telah dirancang dan disusun 
secara sistematis dan tertulis yang 
dikenal sebagai kuesioner.(7) 
Lembar pedoman 
wawancara berisi data mengenai 
pertanyaan tentang deskripsi apotek 
tempat penelitian, pengelolaan 
sediaan farmasi, alat kesehatan dan 
bahan medis habis pakai, pelayanan 
farmasi klinik, dan sumber daya 
kefarmasian berdasarkan Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 73 Tahun 2016.(4) 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Data Dasar Apotek 
Data dasar Apotek dilakukan 
untuk mengetahui profil Apotek yang 
akan diteliti. Data dasar Apotek 
dalam penelitian ini meliputi status 
kepemilikan Apotek, jumlah 
Apoteker Pendamping, jumlah 
Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), 
jumlah resep yang masuk perhari, 
dan waktu kehadiran Apoteker. 
1. Status Kepemilikan Apotek 
Status kepemilikan Apotek di 
Kota Singkawang berdasarkan 
gambar 1 menunjukkan bahwa dari 
18 Apotek yang berada di Kota 
Singkawang sebagian besar 
kepemilikan Apotek di miliki oleh 
PSA sebanyak 15 Apotek (83,3%). 
Penelitian sebelumnya juga 
menyatakan bahwa jumlah 
kepemilikan saham Apotek lebih dari 
50% banyak dimiliki oleh non-
apoteker.(8) Hal ini dikarenakan tidak 
semua Apoteker memiliki modal 
untuk mendirikan Apotek. Selain 
PSA status kepemilikan apotek 
sisanya adalah milik kelompok, APA 
dan gabungan yang masing-masing 




2. Jumlah Apoteker Pendamping 
Jumlah apoteker pendamping 
di Apotek Kota Singkawang pada 
gambar 2 menunjukkan bahwa 
sebagian besar Apotek memiliki 1 
orang Apoteker Pendamping 
sebanyak 8 Apotek (44,4%), 2 orang 
atau lebih Apoteker Pendamping 
masing-masing berjumlah 2 Apotek 
(11,1%). Sedangkan yang tidak 
memiliki Apoteker Pendamping 
sebanyak 6 Apotek (33,3%). 
Penelitian sebelumnya di Kecamatan 
Pontianak Kota juga menyatakan 
Gambar 1. Diagram Batang Status Kepemilikan Apotek 
 
Gambar 3. Diagram Batang Jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian 
 
bahwa jumlah Apoteker Pendamping 
sebagian besar Apotek memiliki 1 
Apoteker Pendamping (50%).(9) Hal 
ini disebabkan Pemilik Sarana 
Apotek merasa cukup memiliki 1 




3. Jumlah Tenaga Teknis 
Kefarmasian (TTK) 
Pada gambar 3 hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dari 18 Apotek 
yang berada di Kota Singkawang 
sebagian besar Apotek memiliki 1 
orang TTK sebanayak 10 Apotek 
(55,6%), 2 TTK terdapat 2 Apotek 
(11,1%), lebih dari 2 TTK terdapat 1 
Apotek (5,6%), dan yang tidak 
memiliki TTK sebanyak 5 Apotek 
(27,8%). Penelitian sebelumnya di 
Kota Ketapang menyatakan bahwa  
seluruh Apotek di Kota Ketapang 
memiliki 1 orang TTK (100%).(10) 
Hal ini disebabkan sulitnya mencari 




Gambar 2. Diagram Batang Jumlah Apoteker Pendamping 
 
4. Jumlah Resep Yang Masuk 
Perhari 
Berdasarkan hasil penelitian 
seperti pada gambar 4 mengenai 
jumlah resep yang masuk perhari 
sebagian besar menunjukkan bahwa 
jumlah resep yang diterima setiap 
harinya kurang dari 5 lembar 
terdapat 11 Apotek (61,1%), yang 
nemerima resep 5-15 lembar dan 16-
25 lembar perhari terdapat 2 Apotek 
(11,1%) dan yang menerima resep 
lebih dari 25 lembar perhari terdapat 
3 Apotek (16,7%). Jumlah lembar 
resep yang masuk di Apotek 
dipengaruhi karena adanya praktek 
dokter, harga yang ekonomis, 
kelengkapan obat di Apotek,  
kepercayaan pasien terhadap Apotek 




5. Waktu Kehadiran Apoteker 
Berdasarkan hasil penelitian 
seperti pada gambar 5 mengenai 
waktu kehadiran Apoteker Pengelola 
Apotek (APA) dari 18 Apotek  
menunjukkan bahwa 5 Apotek ( 
27,8%) hadir selama Apotek buka, 
10 Apotek (55,6%) Apoteker hadir di 
Apotek setiap hari pada jam tertentu 
dan 3 Apotek (27,8%) Apoteker 
hadir selama apotek buka. Hal ini 
disebabkan Apoteker memiliki 
pekerjaan pokok diluar Apotek, 
seperti PNS, Tenaga Honorer, dosen 
di perguruan tinggi, dan alasan 
personality yang menghambat 
hadirnya Apoteker di Apotek. 
Gambar 4. Diagram Batang Jumlah Resep Perhari 
 




B. Standar Pelayanan 
Kefarmasian di Apotek 
Standar Pelayanan 
Kefarmasian di Apotek bertujuan 
untuk meningkatkan mutu Pelayanan 
Kefarmasian, menjamin kepastian 
hukum bagi tenaga kefarmasian dan 
melindungi pasien dan masyarakat 
dari penggunaan Obat yang tidak 
rasional dalam rangka keselamatan 
pasien (patient safety). Standar 
pelayanan kefarmasian di Apotek 
terdiri dari 3 parameter yaitu 
pengelolaan sediaan farmasi, alat 
kesehatan, dan bahan medis habis 
pakai, pelayanan farmasi klinik dan 
sumber daya kefarmasian.(4) 
 
1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, 
Alat Kesehatan, Dan Bahan 
Medis Habis Pakai  
Berdasarkan hasil yang 
diperoleh pada Gambar 6 
menunjukkan nilai persentase yang 
merupakan hasil perolehan 
persentase Penerapan Standar 
Pelayanan Kefarmasian di Apotek 
Kota Singkawang. Nilai persentase 
diperoleh dari membagi hasil 
jawaban “YA” dengan total jumlah 
soal digunakan untuk menilai baik 
buruknya Penerapan Standar 
Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat 
Kesehatan, dan Bahan Medis Habis 
Pakai. Parameter yang diteliti 
berdasarkan standar yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri 
Gambar 6. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan 
Bahan Medis Habis Pakai 
 




Hasil penelitian pada gambar 6 
menunjukkan bahwa dari 18 Apotek 
yang berada di Kota Singkawang 
penerapan pengelolan sediaan 
farmasi, alat kesehatan dan bahan 
medis habis pakai pada kategori 
perencanaan memperoleh nilai 
sebesar 89%, pengadaan sebesar 
100%, penerimaan dan penyimpan 
sebesar 94%, pengendalian, 
pemusnahan dan penarikan sebesar 
67%, serta pencatatan dan pelaporan 
sebesar 81%. Hasil persentase rata-
rata penerapan pengelolaan sediaan 
farmasi, alat kesehatan, dan bahan 
medis habis pakai di Apotek Kota 
Singkawang sebesar 82% (Kategori 
Baik). Penelitian sebalumnya juga  
 
menyatakan bahwa rata-rata 
penerapan pengelolan sediaan 
farmasi, alat kesehatan dan bahan 
medis habis pakai di Kecamatan 
Pontianak Kota masuk dalam 
katagori baik (97%).(9) 
2. Pelayanan Farmasi Klinik 
Hasil penelitian pada gambar 7 
menunjukkan bahwa penerapan 
standar pelayanan farmasi klinik 
belum sepenuhnya dilakukan 
berdasarkan standar pelayanan 
kefarmasian yang telah ditetapkan 
dalam Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 
2016. Namun penerapannya sudah 
dinilai cukup yaitu memperoleh 
persentase rata-rata 65%. Penelitian 
sebalumnya menyatakan rata-rata 
persentase pelaksanaan Pelayanan 
Farmasi Klinik tergolong cukup 
dengan persentase 75%.(9) Hal ini 
dikarenakan masih terdapat beberapa 
kegiatan pelayanan farmasi klinik 
yang belum sepenuhnya dilakukan di 
Apotek Kota Singkawang 
diantaranya pengkajian resep, 
dispensing, pelayanan informasi obat 
(PIO), konseling, pelayanan 
kefarmasian di Rumah (Home 
Pharmacy Care), pemantauan terapi 




Hasi penelitian menunjukkan 
pada gambar 8 bahwa sebagian besar 
pelaksanaan pelayanan farmasi klinik 
di Apotek Kota Singkawang 58% 
dilakukan oleh Apoteker. Penelitian 
sebelumnya juga menyatakan 
pelaksanaan standar pelayanan 
kefarmasian lebih banyak 
dilaksanakan oleh Tenaga Teknis 
Kefarmasian (TTK) di bawah 
tanggungjawab Apoteker.(10) Hal ini 
disebabkan tidak semua Apoteker 
berada di Apotek dan memberikan 
palayanan farmasi klinik dikarenakan 
keterbatasan waktu dan beberapa 
Apoteker memiliki pekerjaan 
ditempat lain. 




3. Sumber Daya Kefarmasian 
Berdasarkan hasil penelitian 
pada gambar 9 dapat diartikan  
bahwa standar pelayanan 
kefarmasian di Apotek Kota 
Singkawang bagian Sumber Daya 
Manusia terdapat 16 Apotek yang 
belum sepenuhnya malaksanakan 
peran sebagai Apoteker sesuai 
dengan Perauran Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 73 tahun 
2016 dengan nilai 83%, sedangkan 
pada bagian pengelolaan sarana dan 
prasarana sebagian besar telah 
dilaksanakan dengan baik dengan 
nilai 90% hal ini disebabkan terdapat 
6 Apotek yang belum memiliki ruang 




gambar diatas dapat disimpulkan 
bahwa hasil penelitian pada gambar 
diatas menunjukkan penerapan 
Sumber Daya Kefarmasian di Kota 
Singkawang dinilai baik yaitu 
dengan rata-rata perolehan skor 86%. 
Penelitian sebelumnya juga 
menyatakan pada pelaksanaan 
penerapan sumber daya kefarmasian 
Gambar 8. Diagram Batang Pelaksanaan Pelayanan Farmasi Klinik 
 
Gambar 9. Diagram Batang Sumber Daya Kefarmasian 
 
tergolong biak dengan persentase 
85%.(9) 
Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan mengenai penerapan 
standar pelayanan kefarmasian di 
Apotek Kota Singkawang dapat di 
simpulkan bahwa, Penerapan standar 
pelayanan kefarmasian di Apotek 
Kota Singkawang belum sepenuhnya 
dilaksanakan sesuai dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 
2016 dan Persentase penerapan 
Standar Pelayanan Kefarmasian Di 
Kota Singkawang secara keseluruhan 
mengenai Pengelolaan Sediaan 
Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan 
Medis Habis Pakai, Pelayanan 
Farmasi Klinik, dan Sumber Daya 
Kefarmasian masuk dalam kategori 
baik dan memperoleh persentase 
rata-rata 77% . 
Saran 
1. Apoteker diharapkan dapat 
mematuhi Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 73 tahun 2016 agar 
terlaksananya Standar Pelayanan 
Kefarmasian di Kota 
Singkawang dengan maksimal. 
2. Perlu  adanya  penelitian  lebih  
lanjut  mengacu  pada  
Pelaksanaan Standar Pelayanan  
Kefarmasian  dengan  responden 
yang berbeda yaitu Apoteker di 
Rumah Sakit dan Puskesmas, 
agar dapat dilihat nilai Standar 
Pelayanan Kefarmasian di 
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